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BAB 5 

PENUTUP 

 

Besarnya upah mencerminkan bagaimana kualitas sumber daya manusia. 

Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan akan berpengaruh pada 

peningkatan produktivitas. Tingkat upah setiap daerah juga berbeda karena adanya 

perbedaan faktor produksi yang dimiliki oleh setiap wilayah. Penelitian ini memiliki tujuan 

untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap rata-rata upah di Indonesia Timur. 

Pendidikan pada penelitian ini diukur dari porsi pekerja dengan pendidikan tinggi yaitu 

SMA (Sekolah Menengah Atas), Diploma dan Universitas. Selain itu, penelitian ini juga 

menganalisis pengaruh dari faktor-faktor penentu tingkat upah yaitu usia, inflasi dan 

infrastruktur. Menurut teori, pendidikan memegang peran penting dalam menentukan 

kualitas angkatan kerja yang akan berpengaruh pada produktivitas dan pendapatan. 

Metode yang digunakan adalah Panel Least Square (PLS). Berdasarkan hasil penelitian, 

dapat ditarik beberapa kesimpulan  sebagai berikut : 

• Terdapat hubungan antara upah dan pendidikan berdasarkan hasil estimasi 

Panel Least Square (PLS), dimana pendidikan memengaruhi upah rata-rata 

secara positif. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan pendidikan dan upah di 

Indonesia Timur sesuai dengan teori human capital. Teori tersebut menjelaskan 

bahwa peningkatan pendapatan dapat terjadi akibat adanya peningkatan 

pendidikan. Jumlah pekerja dengan pendidikan tinggi di wilayah di Indonesia 

Timur dapat menjadi penyebab perbedaan upah. Hal tersebut dapat terjadi 

karena banyaknya pekerja dengan pendidikan tinggi di suatu wilayah akan 

memengaruhi produktivitas di wilayah tersebut. Produktivitas tersebut berkaitan 

dengan kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa serta dicerminkan 

oleh upah yang diterima. Kualitas sumber daya manusia yang baik, yang ada di 

setiap wilayah akan memengaruhi output yang dihasilkan. Dengan demikian, 

banyaknya pekerja yang berpendidikan tinggi di Indonesia Timur ini, akan 

mampu menggali serta mengembangkan faktor-faktor endowment yang dimiliki 

untuk mencapai efisiensi dalam proses produksi. 

 

• Faktor-faktor penentu tingkat upah seperti proporsi jumlah penduduk usia 

produktif, inflasi, dan kondisi infrastruktur dapat memengaruhi rata-rata upah di 

kawasan Indonesia Timur. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 
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Inflasi berpengaruh negatif terhadap rata-rata upah. Inflasi dapat 

mengakibatkan peningkatan pada upah sebagai bentuk penyesuaian dengan 

inflasi. Namun, pada penelitian ini inflasi memengaruhi rata-rata upah secara 

negatif dan tidak membuat upah meningkat seiring dengan peningkatan inflasi. 

Hal tersebut terjadi karena sebuah perusahaan mungkin melihat bahwa kenaikan 

inflasi memberikan signal positif dimana kenaikan harga akan meningkatkan 

pendapatan perusahaan. Pada saat pendapatan perusahaan meningkat, maka 

perusahaan akan melakukan investasi berupa business fixed investment untuk 

proses produksi. Indonesia Timur yang identik dengan pertambangan lebih 

membutuhkan sejumlah alat berat dibandingkan pekerja. Akibatnya, upah rata-

rata mengalami penurunan karena banyaknya pegawai yang di PHK dan lebih 

memilih untuk masuk ke sektor informal yang upahnya lebih rendah.  

 

Usia berpengaruh negatif terhadap rata-rata upah. Pada umumnya, 

perusahaan membutuhkan pekerja dengan kondisi fisik yang kuat dalam bekerja. 

Banyaknya penduduk dengan usia produktif dapat membuat tingkat upah 

meningkat karena penduduknya bekerja dengan efisien. Namun, pada penelitian 

ini banyaknya penduduk usia produktif membuat penurunan terhadap rata-rata 

upah. Tingginya penduduk usia produktif ini membuat tingginya angkatan kerja. 

Banyaknya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan 

pekerjaan akan meningkatkan pengangguran khususnya Indonesia Timur yang 

minim akan lapangan pekerjaan. Indonesia Timur yang identik dengan 

pertambangan ini lebih membutuhkan mesin berat. Industri yang berbasis kapital 

yang berorientasi pada produktivitas terbukti tidak mampu menyerap banyak 

tenaga kerja dikarenakan industri tersebut menggunakan teknologi padat modal. 

Dengan demikian, upah rata-rata juga akan mengalami penurunan akibat 

banyaknya pegawai yang di PHK dan lebih memilih untuk masuk ke sektor 

informal yang upahnya lebih rendah.   

 

Infrastruktur berpengaruh positif terhadap rata-rata upah. Infrastruktur 

yang diwakili dengan panjang jalan memiliki dampak positif dalam meningkatkan 

investasi, mempermudah transaksi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, 

akses kepada lapangan kerja dan memunculkan kegiatan ekonomi. Dampak 

positif dari adanya kemudahan transaksi ini dicerminkan melalui peningkatan 

pendapatan. Pada penelitian ini peningkatan infrastruktur jalan di kawasan 

Indonesia Timur akan membuat upah rata-rata meningkat karena kegiatan 

ekonomi terlaksana dengan baik. 
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Adanya keterkaitan antara pendidikan dan rata-rata upah di Indonesia Timur 

dapat menjadi perhatian untuk pemerintah agar lebih memperhatikan kualitas 

pendidikan di kawasan Indonesia Timur. Hal tersebut diperlukan agar sumber daya 

manusia yang ada dapat menggali serta mengembangkan faktor-faktor endowment 

yang dimiliki untuk mencapai efisiensi dalam proses produksi dan memengaruhi tingkat 

upah yang ada.  

Selain itu, adanya keterkaitan antara inflasi dan rata-rata upah di Indonesia Timur 

dapat menjadi pertimbangan bagi pihak berwenang yang bertanggung jawab atas 

kebijakan ekonomi maupun inflasi. Berbagai pihak juga harus dapat menjaga tingkat 

inflasi agar tetap stabil.  

Selanjutnya, pemerintah daerah juga harus lebih memperhatikan dalam hal 

ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal tersebut dilakukan agar banyaknya penduduk 

dengan usia produktif atau angkatan kerja yang siap bekerja dapat memiliki pekerjaan. 

Adanya keterkaitan antara infrastruktur dan upah rata-rata dapat menjadi 

pertimbangan bagi pihak berwenang, terutama Komite Percepatan Penyediaan 

Infrastruktur Prioritas (KPPIP) agar lebih cepat dalam melaksanakan tugasnya. 

Sehingga, bagi daerah tertinggal khususnya Indonesia Timur perlu dipertimbangkan 

untuk diprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan terlebih dahulu agar memacu 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan pada penelitian ini. Dengan 

demikian, perlu dipertimbangkan beberapa hal agar dapat memperbaiki serta 

menyempurnakan penelitian ini pada penelitian selanjutnya. Penelitian ini hanya 

menggunakan data time series selama 5 tahun saja. Akan lebih baik jika menambah 

tahun dalam penelitian selanjutnya agar diperoleh hasil yang lebih akurat. Selain itu, 

perlu dipertimbangkan juga untuk menambah beberapa variabel kontrol pada model 

penelitian. 
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